FPRESIDEN
REPUBLIK INDONES|A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: a bahwa  sdah satu caa  ddam
penyelenggaraan ssem pemerintahan
Negara Republik Indonesa adalah dengan
menggunakan asas dekonsentras;

b. bahwa penggunaan asas dekonsentras
sebagamana  tersebut pada  huruf  a
dimaksudkan untuk mendapatkan efisens
dan  efektivitas  ddam pengelolaan
pemerintahan, pembangunan, dan
pdayanan umum, sata untuk  menjamin
hubungan yang seras antara Pemerintah
dan Daerah, serta antar Daerah;

C. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di
aas dan untuk meaksanakan ketentuan
Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasd 9 ayat (3),
Pasal 12, Pasd 63, dan Pasd 64 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
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Pemerintahan Daerah, perlu  ditetapkan

Peraturan Pemerintah tentang
Penydenggaraan Dekonsentras;

Mengingat: 1. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasd 18 Aya (5)
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Dagrah  (Ilembaran
Negaa Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propind sebaga  Dagrah
Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman  Organisas
Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165);
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Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban  Keuangan  Dagrah
(Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan  Ddam
Peaksanaan Dekonsentras  dan  Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2000 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor
4023);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a Pemerintah Pusat, sdanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

b. Pemerintahan

Daerah addah penyelenggaraan

Pemeintahan Dagrah Otonom oleh Pemeintah Daegrah
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dan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah (DPRDP menurut
asas Desentralisas .

Pemerintah Daerah addah Kepada Dagrah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lan sebaga Badan
Eksekutif Daerah.

Dekonsentras addah  pdimpahan wewenang  dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan atau Perangkat Pusat di Daerah.

Ingans vertikal addah perangkat Departemen dan atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

Gubernur addah Gubernur sdaku wekil Pemerintah di
Daerah.

BAB Il
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah dapat mdimpahkan kewenangannya kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah diserta
dengan pembiayaan yang sesua  dengan besaran
kewenangan yang dilimpahkan.

Pdlimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan kepada Seluruh Gubernur dan atau
Perangkat Pusat di Daerah atau kepada Gubernur dan atau
Perangkat Pusat di Daerah tertentu.

Kewenangan yang dgpat dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah
meliputi  sebagian  kewenangan di  bidang palitik  luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiskal, agama dan sebagian kewenangan bidang lain.
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
sesua dengan bidang kewenangannya dapat memprakarsa
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pelimpahan kewenangan sebagaimana dimeksud pada ayat
(D).

Jangkauan pelayanan penyeenggaraan  kewenangan yang
dilimpahkan ddam ha tetentu dgpat meampaui  satu
wilayah administras Pemerintahan.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur:

a

aktudised nila-nila Pancasla sebaga Dasar Negara, dan
Undang-Undang Dasar 1945  sata  sogdisss
kebijaksanaan Nasiond di Daerah;

koordines wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektord,
kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pengenddian;
fadlitas kerjasama dan penydesaan persdishan antar
Daerah ddam wilayah kerjanya;

pelantikan Bupati/\Wadikotg,

pemdiharaan hubungan yang seras antara Pemerintah
dengan Dagrah Otonom di wilayahnya ddam rangka
memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesig;

fadlitas penergpan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

pengkoordinasian Tersdenggaranya pemerintahan Daerah
yang bak, bersh dan bertanggung jawab, bak yang
dilakukan oleh Badan Eksekutif Dagrah maupun Badan
Legidatif Dagrah;

penciptaan dan pemeiharaan ketenteraman dan ketertiban
umum;

penydenggaraan  tugas-tugas umum  pemeintah  lainnya
yang tidak termasuk dalam tugas indang lain;

pembinean  penyedenggaraan pemeintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
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pengawasan  represf  terhadgp  Peraturan Daerah,
Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan DPRD serta
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupatern/Kota;

pengawasan pelaksanaan administras kepegawaian  dan
karir pegawa di wilayahnya sesua dengan peraturan
perundang-undangan; dan

pemberian pertimbangan terhadap pembentukan,
pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Daerah.

BAB I
TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

Tatacara pelimpahan  wewenang dai  Pemerintah  kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah, sebagai berikut:

a

ddam ha Presiden melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Gubernur, dapat langsung
menetapkan melaui Keputusan Presiden;

dam rangka peimpahan wewenang pemerintahan kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Dagrah, Menteri
dan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
memprakarsa dengan menentukan jenis kewenangan yang
akan dilimpahkan;

jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih dahulu
dikonsultaskan dengan instans terkait dan Gubernur dan
atau Perangkat Pusat di Daerah yang bersangkutan; dan
pelimpahan wewenang sebagamana dimaksud pada huruf
b, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
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BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bagi Dagrah yang bdum ada indans vertikd untuk
melaksanakan sebagian kewenangan di bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan
fiscd, dan agama yang dilimpahkan, dibentuk ingang
vertikd dengan menetgpkan susunan organisas, formed
dan tatal aksananya sesual ketentuan yang berlaku.
Penydenggaraan kewenangan di  bidang lan yang
diterima oleh Gubernur, peaksanaannya dilakukan oleh
uatu Unit Organisas yang ada dalam Dinas Proving.
Ddam hd di Provind bdum ada Dinas Proving yang
tepa dan sesua  untuk  menangani  suatu  bidang
kewenangan yang dilimpahkan  kepada  Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat
menugaskan  Perangkat Dagrah  lannya dan  atau
membentuk unit pel aksana secara khusus.

Gubernur  ddam menydenggarekan  wewenang  yang

dilimpahkan Pemerintah berkewsjiban:

a mengkoordinaskan Perangkat Daerah dan Pegabat
Pusat di Daerah serta antar Kabupaten dan Kota di
wilayahnya sesua bidang tuges yang berkaitan
dengan kewenangan yang dilimpahkan;

b. melakukan fadlites Tersdenggaranya pedoman,
norma, standar, arahan, peatihan, dan supervig,
sata melaksanakan pengenddian dan pengawasan;
dan

C. memberikan  sxan dan petimbangan kepada
Pemerintah  berkenan  dengan  penyeenggaraan
kewenangan pemerintahan di wilayahnya

Gubernur  ddam menydenggarakan  kewenangan  yang

dilimpahkan memperhatikan:
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a standar, norma, dan kebijakan Pemerintah;

b. keserasan, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pembangunan; dan

C. Sandar pelayanan minimdl.

Dadam menydenggarakan kewenangan yang dilimpahkan,

Gubernur memberitahukan kepada DPRD Proving.

Pasal 6

Perangkat Pusat di Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan
yang dilimpahkan wgjib:

a

@

berkoordinas dengan Gubernur dan ingans terkat daam
perencanaan, Pembiayaan, pelaksanaan, evaduas dan
pelgporan, sesua dengan norma, <Sandar, pedoman,
aahan, dan kebijakan pemerintah yang disdaraskan
dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan
Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;

membina pegawa di  lingkungannya sesua dengan
peraturan perundang-undangan; dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
dan  Gubernur  berkenan  dengan  penydenggaraan
kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Biaya untuk penydenggaraan kewenangan dilimpahkan

kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
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sesua besaran kewenangan dan  beban tugas yang
dilimpahkan.

Penentuan besaran biaya sebagamana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Menteri  Keuangan  dengan
memperhaikan pertimbangan Menteri Teknis dan  atau
Pimpinan Lembaga Pemeinteh Non  Departemen,
Gubernur dan aau Perangkat Pusat di Dagrah yang
mendapat pelimpahan wewenang.

Penganggaran dan  pengdolaan  keuangan  ddam
penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
dilakukan secara terpissh dari Anggaran Pendapatan dan
Beanja Daerah sesua  dengan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 8

Tata caa penyauran biaya penyeenggaraan wewenang
yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau perangkat
Pusat di Daerah, dilaksanakan sesua dengan peraturan
perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan  dan
BelanjaNegara.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyauran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Ddam keadaan mendesak untuk kesdamatan masyarakat
luss dan ddbilites sosd, indand  yang  mengemban
kewenangan yang dilimpahkan untuk menangani masdah
yang dihadapi tidak tersedia biaya yang mencukupi, wagib
berkoordinas dengan Gubernur untuk mengatasinya
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Gubernur wagjib mengupayakan secepanya tersedianya

biaya yang dapat dilakukan dengan:

a  meaporkan secepatnya kepada  Pemerintah
mengena  keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan biaya yang diperlukan untuk dapat
disediakan;

b. meminan dana yang bersumber dai Anggaran
Pendgpatan dan Beanja Dagrah setedlah terlebih
dahulu berkonsultas dengan Pimpinan DPRD  untuk
mendapatkan persetujuannya daam ha biaya dari
Pemerintah belum tersedia

Pinjaman sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf b

wgib diganti oleh Pemerintah sdambat-lambatnya pada

tahun anggaran berikutnya

Pimpinan DPRD ddam kessmpatan pertama untuk

menyikapi upaya Gubernur sebagaimana dimaksud pada

aya (2) huruf b, mengadakan rapat paripurna khusus
untuk  memberikan  pertimbangan  dan  perstujuan
penggunaan dana Anggaran Pendgpatan dan Bedanja

Dagrah serta mewgjibkan Gubernur untuk

mempertanggungjawabkannya.

Pasal 10

Ddam hd pdaksanaan kewenangan yang dilimpahkan
menghaslkan penerimaan, maka penerimaan tersebut
merupakan penerimaan Negara dan wgjib disstor ke Kas
Negara.

Ddan hd tedgpat sddo lebih anggaran pelaksanaan
kewenangan yang dilimpahkan, maka sddo tersebut
disetor ke Kas Negara.

Keentuan lebih  lanjut  tentang pemungutan  dan
penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

D Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penydenggaraan  kewenangan yang dilimpahkan kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah.

2 Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
ddam hd-ha tetentu dgpat meimpahkan kewenangan
pembinean dan pengawasan das  penyedenggaraan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

3 Gubernur daam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang- undangan.

BAB VII
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 12

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan

atau Perangkat Pusat di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah,

sebagian maupun seluruhnya gpabila

a kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan
karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan

b. Gubernur dan aau Peangkat Pusat di  Daerah
mengusulkan untuk ditarik sebagian atau s8luruhnya
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Pasal 13

D Tata caa penaikan kewenangan yang dilimpahkan
kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah
%baga berikut:

Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non
Departemen terlebih dahulu mengevauas
penyed enggaraan kewenangan yang di limpahkan;

b. Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non
Depatemen  wgib  menginformaskan  kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah hasi
evauad sebagaimana dimaksud pada huruf a;

C. Berdasarkan hesl evdues, Menteri/ Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Depatemen dapat
menarik sebagian atau Sdluruh kewenangan yang
dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat
Pusat di Dagrah setedlah berkoordines dengan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta
indang terkait lannya

d. Ddamn hd penaikan kewenangan sebagamana
dimeksud pada huruf ¢, Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerinteh Non Depatemen wagib
memberitahukan dasan dan petimbangan yang
dijadikan dasar perubahan kebijakan kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah,
secepat-cepatnya  enam  bulan  atau  sdambat-
lambatnya satu  tahun  sebdum  dilakukan
penarikan;

e Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non
Depatemen wagib memperhatikan usul penarikan
penyeenggaraan kewenangan sebagaimana
dimaksud ddam Pasa 12 huruf b dan wagib
memberikan jawaban sdambat-lambatnya ddam
waktu tiga bulan sgak penggjuan tersebut;
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f. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada
Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

o] sdama Keputusan Presden beum di  tetgpkan,
penydenggaraan  kewenangan yang  dilimpahkan
tetgp dilaksanekan oleh  Gubernur dan  atau
Perangkat Pusat do Daerah; dan

h. jika ddam waktu enam bulan sgak usul penarikan
belum ditetgpkan Keputusan Presiden, Gubernur
dan atau Perangkat Pusat di Daerah dapat
menghentikan sepihak  terhadap  penyelenggaraan
kewenangan yang dilimpahkan.

Semua a&kibat dengan ditetapkan keputusan penarikan

kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau

Perangkat Pusat di Daerah menjadi tanggung jawab

Pemerintah.

BAB VIlII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban  penydenggaraan  kewenangan  yang
dilimpahkan, dilakukan oleh Gubernur dan atau Perangkat
Pusat di Daerah.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan oleh Gubernur dan atau Perangkat Pusat
di Daerah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Depatemen yang bersangkutan dengan tembusan
Menteri Daam Negeri dan Otonomi Daerah, dan DPRD
Proving yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
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Pasal 15

D Pertanggungjawaban aas penydenggaraan  kewenang-an
yang dilimpahkan oleh Presden kepada Gubernur,
disampakan olen Gubernur kepada Presden mdadui
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

2 Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan  kewenang-an
yang dilimpahkan kepada Perangkat Pusat di Daerah,
dilakukan oleh Peangkat Pusat di Dagrah kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang bersangkutan.

3 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada ketentuan yang ditetgpkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau
Perangkat Pusat di Daerah ditetgpkan lebih lanjut  dengan
peraturan perundang- undangan tersendiri.

Pasal 17
Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada
Gubernur dan aau Perangkat Pusat di Daegrah sdain ssbagamana

dimaksud ddam Pasd 2 ayat (3) akan ditetapkan kemudian
dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Semua ketentuan mengena  peimpahan  kewenangan  kepada

Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah dalam rangka
dekonsentras disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan  Pemerinteh  ini mula  berlaku  pada tanggd
diundangkan. Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempaannya
dadam Lembaran Negara Republik Indonesa.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggd 21 Me 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

ABDURRAHMAN WAHID
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Ditetapkan di Jekarta
Padatanggad 21 Mei 2001

SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2001 NOMOR 62

Sdinan sesual dengan adinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepaa Biro Peraturan Perundang-undangan 11

Edy Sudibyo
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

l. UMUM

Pembagian wilayah administras pemeintahan di Indonesa
berdasarkan Pasd 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta
penjdasannya menegaskan bahwa pembagian dagrah Indonesa
atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya  ditetgokan  dengan  undang-undang. Daerah
Indonesia akan dibagi ddam daerah Proving dan Dagrah Proving
a&kan dibagi dadam deaerah yang lebih kecil dengan mengingat
dasar Permusyawaratan ddam ssem pemerintahan negara dan
hak-hak asal-usul ddam daerah yang bersfat igimewa

Negaa Republik Indonesa sebaga Negara Kesatuan daam
penydenggaraan  pemerintahannya menganut asas  desentrdisad,
dekonsentras, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas
dekonsentras  diletakkan pada Dagrah  Proving  dadam
kedudukannya sebagai Wilayah Administras untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada
Gubernur sebagal wekil Pemerintah.

Kongruks pewilayahan yang diatur di ddam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
menempatkan Provind sebaga Wilayah Adminidras sekaligus
sebaga Daerah Otonomm, sedangkan pada Kabupaten dan Kota
hanya sematamata Dagrah Otonom. Pengaturan sedemikian ini
berarti bahwa antara Provind dengan Kabupaten dan Kota ada
keterkaitan satu sama lain, keterkaitan ini bak ddam ati datus
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kewilayahan maupun daam sstem dan prosedur penyelenggaraan
pemerintahan  karena kabupaten dan Kota penyusunannya
dilandas oleh Wilayah Negara, yang diikat sebaga Wilayah
Proving.

Pemikiran bahwa Provindg dengan Kabupaten dan Kota terlepas
su sama lan, mengingkari pringp-prindp Negara Kesatuan
Republik Indonesa dan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara
jdlas mengatur secara Sdemaik antara masing-masng tingka
Pemerintéhan. Menyadari hd itu, Gubernur yang berfungs
sebagal wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagal Kepada Daerah
Otonom, maka ddam rangka pringp-pringdp Negara Kesatuan
Republik Indonesa, Gubernur sebagal wakil Pemerintah  Pusat
menerima pdimpahan  wewenang Pemerintehan  Umum  ddam
hubungannya dengan Daerah Otonom Kabupatern/K ota.

Proving  mempunyal kedudukan sebaga Daerah  Otonom
skdigus addah Wilayah Adminisras  yatu wilayah kerja
Gubernur  untuk melaksanakan fungs-fungs  kewenangan yang
dilimpahkan kepadanya.

Berkaitan dengan itu maka Kepda Dagrah Otonom disebut
Gubernur  yang befungd pula sdaku Kepda Wilayah
Adminidras dan sekaligus sebagal wakil Pemerintah.  Gubernur
sdan pdaksana asas desentrdisas juga melaksanakan asas
dekonsentras. Besaran dan IS dekonsentras  harus mempunyal
dfat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai
upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa sata keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan
prekarsa, dan kresktivitas masyarakat serta kesadaran nasiondl.
Oleh sebab itu Gubernur memegang peranan yang sangat penting
sebagal unsur perekat Negara Kesatuan Republik  Indonesia
Disamping itu pertimbangan dan tujuan disdenggarakannya asas
dekonsentras yaitu:
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a meningkatkan efisens dan efektivitas penydenggaraan
pemerintahan, pengeolaan pembangunan dan  pelayanan
terhadap kepentingan umum,

b. Terpdiharanya komunikes sosad  kemasyarakatan  dan
sosa budaya ddam ssem administras negarg;

C. Terpdiharanya  keserasan  pelaksanaan  pembangunan
nesond,;

d. Terpdiharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pesd 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Perangkat Pusat di Daerah
addah kecudi Gubernur juga ingand vertikd, unit
kerja aau fungsonaris pemerinteh yang diberi
pelimpahan wewenang pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud Daerah tertentu adadah daerah
deerah yang dipandang  menurut  kriteria
Depatemen Teknis layak dan dipelukan untuk
diberi pelimpahan.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sebagian  kewenangan
bidang lan addah sebagamana dimeksud daam
Pasd 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, yaitu kewenangan perencanaan nasona dan
pengendaian pembangunan nasona secara makro,
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dana perimbangan keuangan, ssem administras
negara dan lembaga perekonomian negara,
pembinean dan pemberdaysan sumber daya
manusa, pendayagunaan sumber daya adam sata
teknologi tinggi dan drategis, konsarvas, dan
dandarisas  nasond, yang sdanjutnya dijabarkan
ddam Perauran Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Proping sebagal Daerah Otonom.

Aya (4)

Menteri/Pimpinan  LPND  perlu  proektif ddam
menentukan bagian kewenangan yang mana yang
akan dilimpahkan kepada Gubernur dan aau
Perangkat Pemerintah di Daerah. Di samping itu
Presden sdaku Kepada Pemeintahan yang
tertinggi dgpat secara  langsung meimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Gubernur.

Ayat (5)
Yang dimeksud dengan kewenangan  yang
dilimpahkan  ddam ha tertentu  seperti
kewenangan di  bidang peradilan, keamanan,
keuangan, dan hak asas manusia

Pasd 3
Huruf a
Yang dimeksud dengan ektudised  nila-nila
Pancasila addah daam penyeenggaraan
pemerintahan,  pembangunan dan  pembinaan
kemasyarakatan, sdau dilandas pada nila-nila
sesua dengan tingkat perkembangan masyarakat
dan kemguan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ha yang sama juga dilakukan terhadgp Undang-
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Undang Dasar 1945, schingga tidek ada
pengingkaran ataupun penyimpangan daxi
konditus dasar yang menjadi dasar dan tuntutan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan koordines wilayah addah
proses komunikes dan interaks antara wilayah
wilayah Kabupaten/Kota ddam penyelenggaraan
pemerintahan.
Koordinas perencanaan addah proses komunikas
dan interaks antara kegiatan perencanaan pada
Kabupaten/Kota dengan Kkegiatan perencanaan
ingand  vetikd/ingans  lan d  semua drata
pemerintahan.
Koordinas peleksanaan addah koordines di
daam meakukan kegiatan sesua dengan apa yang
telah direncanakan untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian dari berbagai program.
Koordinas sektora addah proses komunikas dan
interaks  antara kegiatan program  sektord  di
Daerah dengan program Daerah.
Koordinas Kedembagaan adalah proses
komunikas dan interaks antara lembaga-lembaga
Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia
usaha, kemasyarakatan dan lain-lain.
Koordinas pembinaan addah koordines yang
dilakukan ddam rangka pemberian pedoman,
bimbingan, arahan, dan supervis.
Koordinas pengawasan addah koordinas yang
dilakukan dalam perencanaan pengawasan dan
tindak lanjut pengawasan.
Koordinas pengenddian addah koordinas yang
di-lakukan  untuk  menciptekan  kesdarasan
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penydenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan
Daerah.

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf |
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf |
Cukup jelas
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Huruf m
Gubernur  wgib  memberikan  pertimbangan
terhadap usul pembentukan, pemekaran,
penghapusan, dan penggabungan Kabupatern/K ota

Pasd 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimeksud dengan ingans terkait addah
antaa lan Depatemen yang membidangi
keuangan, pemeintahan ddam negeri dan
pendayagunaan agparatur negara. Hasl konsultas
yang dilakukan dengan ingans terkat tersebut
kemudian menjadi bahan pertimbangan penetapan
Keputusan Presiden.
Huruf d
Cukup jelas
Pasd 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembentukan ingtans
vertika addah pembentukan ingans vertikd yang
akan menangani kewenangan pemerintah di bidang
polittk  luar negeri, petahanan  keamanan,
peradilan, moneter dan fiscal, dan agama.

Mengena kewenangan peradilan yang
dimaksudkan adadah suatu kewenangan ddam
penetgpan Ssem (termasuk sstem  hukum) dan
prosedur untuk menyelenggarakan proses
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peradilan yang mdiputi kewenangan kehakiman,
kgaksaan dan  kepolisan  seta  lembaga
pemasyarakatan.

Ayat (2)

Yang dimeksud dengan unit organisss  ddam
Dinas Proving addah suatu unit kerja yang secara
khusus menangani wewenang yang dilimpahkan
ddam rangka dekonsentras, dengan demikian
tidak tercampur dadam penanganan kewenangan
Dagrah Otonom daam rangka desentralisas
mengingat Pembiayaan dan pertanggungjawaban
nya dilakukan terpissh dengan  pertanggung-
javaban dan pembiayaan wewenang Daerah
Otonom.

Ayat (3)
Gubernur dapat menugaskan perangkat Daerah
lannya aau membentuk unit kerja tersendiri yang
dikoordinaskan oleh Sekretaris Daerah gpabila ada
uaiu  kewenangan yang dilimpahkan, misanya
wewenang bidang penydenggaraan hak  asas
manusa, penditian  bidang tetentu  seperti
penggunaan  teknologi  tinggi, dan ternyaa
belum/tidek ada Dinas yang tepat untuk menangani
itu.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimeksud dengan mengkoordines-
kan adalah mengkoordinaskan perencana-
an, Pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan,
evduad, dan peaporan ddam meaksana-
kan wewenang yang dilimpahkan.
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Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayt (6)
Cukup jelas
Pesd 6
Cukup jelas
Pesd 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Menteri Teknis addah Menteri yang memberi
pelimpahan kepada Gubernur dan atau Perangkat
Pusat di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasd 8
Cukup jelas

Pasd 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adaah
uatu keadaan dan dtuas di  lgpangan  yang

D:\Datafile\Undang-2\PP\PP392001.doc (Sri PC per 6/11/01 10:35 AM)



memerlukan  penanganan  secepatnya,  sepert
terjadinya gangguan, ancaman, akibat bencana
yang menyebabkan terganggunya kesdamatan
mesyaraka luss dan dabilitas sosd  sehingga
fungs pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.

Aya (2)

Huruf a

Huruf b

Ayat (3)

Sebdum meaporkan kepada Pemerintah,
Gubernur  terlebih dahulu  meakukan
evduas  untuk  menentukan  keadaan
mendessk meaui  koordinas  dengan
indans terkat dan Musyawarah FPimpinan
Daerah.

Sepanjang biaya yang tersedia pada ingtans
bersangkutan  tidak mencukupi, Gubernur
wagib mengupayakannya yang antara lain
dapat dilakukan dengan meminjan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
seah  telebih  dahulu  berkonsultes
dengan Pimpinan DPRD untuk
mendapatkan persetujuan.

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasd 10
Cukup jelas

Pasal 11
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Cukup jelas
Pasd 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Usulan penarikan kewenangan dilakukan apabila
tidek disata biaya yang cukup sebagaimana
shausiya dan atau sudah tidek efektif untuk
disdenggarakan di  Dagrah  sehingga kurang
bermanfaat.
Pasd 13
Ayat (1)
Cukup jeas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan akibat  sehubungan
ditetapkan  keputusan  penarikan  kewenangan
sepeti maesdah  kepegawaan, saana dan
prasrana, aset dan dokumen menjadi  tanggung
javeb Pemerintah ddam ati Pemerintah wagib
untuk menanggulanginya
Pesd 14
Ayat (1)

Yang dimeksud dengan  pertanggungawaban
penydenggaraan  kewenangan yang  dilimpahkan
meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan
substans  kewenangan, biaya penydenggaraan,
hesil, dan dampak pelaksanaan kewenangan, yang
dilinat dari ketetapan waktu, kesesuaian dengan
pedoman, norma, dandar, dan aahan sata
kebijakan dan peraturan perudang-undangan yang
ditetapkan.
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Ayat (2)
Menteri Dadam Negeri dan Otonomi Daerah
diberikan  tembusan  pertanggungjawaban  di-
maksudkan untuk dapat digunakan sebagal bahen
evduad dan koordinas dengan indand terkait dan
memberikan pembinaan kepada Gubernur.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimeksud dengan rincian  kewenangan  yang
dilimpahkan addah Rincian dari kewenangan pemerintah
bidang peradilan, moneter dan fisca, pertahanan
keamanan, agama, dan kewenang bidang lain sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-udangan
tersendiri adalah pengaturan yang dapat ditetapkan dadam
bentuk Keputusan Presiden dan atau Keputusan Menteri.

Pasa 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4095
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